BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa proses pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui
Program PEKKA di Kota Bandung dengan fokus penelitian kelompok PEKKA
Balantik sudah berjalan dengan cukup baik. Selanjutnya, dalam memahami setiap
aspek yang ada dalam proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan kepala
keluarga melalui Program PEKKA di Kota Bandung, peneliti menemukan bahwa:
1. Berdasarkan pada variabel kesesuaian antara program dengan penerima
manfaat, peneliti melihat bahwa hal-hal yang ditawarkan oleh Program
PEKKA sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para anggota
PEKKA Balantik. Hal ini ditunjukkan dengan data dari para informan yaitu
DP3A dan anggota PEKKA Balantik, dimana kegiatan yang rutin
disediakan oleh DP3A selaku fasilitator Program PEKKA adalah pelatihan
dan pembinaan guna mengembangkan kemampuan para anggota Kelompok
PEKKA untuk dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai
dengan kebutuhan utama para anggota PEKKA Balantik bahwa aspek
ekonomi memang merupakan kebutuhan utama mereka.
2. Berdasarkan pada variabel kesesuaian antara program dengan organisasi
pelaksana, peneliti melihat bahwa terdapat kesesuaian antara tugas yang

disyaratkan dalam Program PEKKA dengan kemampuan para organisasi
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pelaksana Program PEKKA di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan dari
penyeleksian yang dilakukan oleh DP3A kepada calon organisasi pelaksana
yang berhubungan langsung dengan kelompok PEKKA, sehingga
organisasi pelaksana memiliki kemampuan yang memadai dan Kriteria yang
sesuai untuk dapat memenuhi tugas yang disyaratkan Program PEKKA.
Namun, peneliti juga melihat dalam keterangan dari beberapa informan
yaitu para organisasi pelaksana Program PEKKA di Kota Bandung, dimana
tugas yang disyaratkan Program PEKKA kepada para organisasi pelaksana
cenderung tidak terdeskripsi dengan baik sehingga para organisasi
pelaksana juga tidak memahami betul tugas pokok seperti apa yang harus
mereka lakukan dalam menjalankan Program PEKKA. Disisi lain, peneliti
melihat dalam keterangan mengenai tugas yang diberikan kepada para
organisasi pelaksana menggambarkan bahwa selama organisasi pelaksana
mengerti akan tujuan program, maka mereka akan paham dengan tugas apa
yang perlu dilakukan.

. Berdasarkan pada variabel kesesuaian antara penerima manfaat dengan
organisasi pelaksana, peneliti melihat bahwa adanya kesesuaian antara
syarat yang diputuskan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh
output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok PEKKA
Balantik. Dimana syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program
PEKKA meliputi perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga
(perempuan kepala keluarga), dan memiliki rasa kemauan yang tinggi dari

anggota PEKKA itu sendiri. Dan bagi mereka yang memenuhi syarat
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tersebut, maka mereka mendapatkan hasil (output) dari program. Hal ini
ditunjukkan dengan output (hasil) yang diperoleh oleh anggota kelompok
PEKKA Balantik yang aktif mengikuti Program PEKKA, dan sangat
merasakan manfaat dari pelaksanaan Program PEKKA. Namun sayangnya,
masih banyak anggota PEKKA Balantik yang minim rasa kemauan untuk
mengikuti kegiatan Program PEKKA di Kota Bandung. Sehingga, untuk
mendapatkan output dari Program PEKKA menjadi sulit untuk mereka yang
memiliki rasa kemauan yang kecil walaupun mereka sudah memenubhi

kriteria sebagai perempuan kepala keluarga.

6.2 Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah didapatkan,
maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran untuk mengatasi
berbagai kendala yang masih bisa ditemukan dalam pelaksanaan Program

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kota Bandung:

1. Dibutuhkan Surat Keputusan (SK) terkait pelaksanaan Program PEKKA di
Jawa Barat khususnya Kota Bandung, agar para organisasi pelaksana paham
betul dengan tugas apa yang harus dilakukan dan detail lainnya yang perlu
diperhatikan dalam pelaksanaan Program PEKKA di Kota Bandung.

2. Sosialisasi terkait Program PEKKA di Kota Bandung perlu diperluas dan
diperbanyak agar banyak perempuan kepala keluarga mengetahui

keberadaan Program PEKKA, mengingat bahwa data keluarga yang
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dikepalai perempuan di Kota Bandung dengan anggota yang terdaftar dalam
Program PEKKA di Kota bandung sangat jauh jumlahnya.

. Organisasi pelaksana perlu mengkoordinir kegiatan pertemuan antar
anggota PEKKA yang rutin dilaksanakan dalam menjalankan Program
PEKKA, agar mereka yang pasif namun terdaftar sebagai anggota PEKKA
dapat kembali aktif dalam pelaksanaan Program PEKKA. Kegiatan
pertemuan yang rutin dilakukan dapat memelihara keaktifan dari setiap
anggota PEKKA untuk selalu berkontribusi dalam pelaksanaan Program
PEKKA.

Pendamping Lapangan Program PEKKA sebagai salah satu aktor
pemberdaya (organisasi pelaksana) perlu lebih dari satu orang, hal ini
diperlukan mengingat bahwa Pendamping Lapangan Program PEKKA di
Kota Bandung hanya satu orang dan perlu mendampingi 21 kelompok
PEKKA di Kota Bandung (perkecamatan), hal ini dapat dapat
mempengaruhi kemampuan dari organisasi pelaksana untuk menjalankan

program.
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